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LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI 

TAHUN 2018 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan PT. BPR Sukawati Pancakanti atau 

yang dikenal dengan nama BPRkanti menjalani tahun 2018 dengan peningkatan kinerja yang 

positif. BPRKanti berkomitmen menguatkan penerapan tata kelola sesuai dengan standar tata 

kelola yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga BPRKanti dapat terus 

tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di indrustri keuangan secara nasional pada 

umumnya dikalangan lembaga keuangan Bank Perkeditan Rakyat (BPR). 

 
BPRKanti menerapkan tata kelola secara kontinu dan konsisten untuk meningkatkan kinerja 

perseoran, meningkatkan kepercayaan para nasabah, dan melindungi kepentingan para 

pemangku kepentingan, dan untuk lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan 

dan perekonomian lokal. 

 
Dalam meningkatkan kinerja perseroan, BPRKanti selalu memperhatikan dan menerapkan 

prudential banking practices. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, dalam 

melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 

4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal 

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

 
Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan pada BPRKanti merupakan unsur penting 

dalam industri perbankan dan wajib diterapkan bank mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi 

semakin meningkat dan kompleks. Implementasi Tata Kelola sebagai sebuah sistem yang 

dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari tingkatan dan 

jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dilingkungan BPRKanti. 

 
Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama perusahaan 

dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu :  

Transparansi (Transparency) merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas 

(Accountability) kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRKanti sehingga 

pengelolaan perseroan dapat berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Indepedensi (Indepedency) pengelolaan Bank secara 

profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kewajaran (Fairness) keadilan dan 

kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

 
Kelima prinsip tersebut diatas terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, yang 

mana dalam penerapannya dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, 

pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern. 

 
Penerapan kelima pilar utama dalam penerapan Tata Ketola Perusahaan pada BPRKanti sangat 

penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan public dan masyarakat, 
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meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholders dan menjamin 

terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan 

usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada 

kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank dalam mengelola risiko. 

 
Dengan demikian penerapan regulasi serta prinsip Tata Kelola Perusahaan pada industri 

perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak 

(stakeholders). Penerapan Tata Kelola termasuk kode etik, seluruh jajaran organ BPRKanti dari 

jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan 

melaksanakan prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola, yang dimulai dengan penetapan kebijakan 

dasar dan tata tertib, serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam 

perusahaan. Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya 

perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, secara berkala 

BPRKanti melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan Tata Kelola 

Perusahaan dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar 

yang dikelompokan dalam governance system, yaitu governance structure, governance process 

dan governance outcome.  

 
Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan 

tindakan korektif yang diperlukan. 

 

2. Tujuan Tata Kelola Perusahaan 

BPRKanti menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan 

dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi BPRKanti penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-

undangan, namun merupakan elemen fundamental yang mengacu pada (The Best Practise). 

Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik, akan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan (value creation). 

 

Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk mendukung visi, misi dan nilai BPRKanti yaitu : 

 

VISI Menjadi bank lokal terpercaya pilihan Keluarga, Sahabat dan Masyarakat Bali 
dalam mengelola keuangan 

  

MISI BPRKanti yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Bali dengan 
menjalankan aktivitas perbankan yang unggul dalam produk dan layanan, didukung 
oleh organisasi manajemen dan sumber daya manusia lokal yang profesional, 
tangguh dan terpercaya dengan sistem teknologi informasi yang memadai. 

  

NILAI 
PERUSAHAAN 

KANTI 
 

Kompeten : Keterampilan yang diperlukan seseorang yang 
ditunjukan oleh kemampuannya untuk dengan 
konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai 
atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. 

Antusias : Memiliki gariah dan semangat yang tinggi didalam 
pelayanan. 

Netral/Independen : Suatu sikap yang didasarkan prinsip menjunjung tinggi 
nilai-nilai kebenaran. 

Tanggungjawab : Keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu di 
dalam setiap pengambilan keputusan. 

Integritas : Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan 
dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan 
keyakinan. 
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3. Dasar Hukum Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

1) Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi 

BPR.  

2) Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko bagi BPR. 

3) Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi BPR. 

4) Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi 

Kepatuhan BPR. 

5) Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan 

Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB). 

6) Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi BPR. 

7) POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS. 

 

4. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola 

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui 

penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan 

Fairness) diharapkan BPRKanti dapat mempertahankan dan meningkatkan bisnis secara sehat 

dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan 

pemegang saham BPRKanti, sehingga Manajemen dan pegawai BPRKanti berkomitmen untuk 

terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku 

dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise). 

 

5. Struktur Tata Kelola 

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job 

Description yang dilakukan di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check 

balances’ dan pelaksanaan pengendalian internal dengan efektif. 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI (SO) 
PT. BPR Sukawati Pancakanti 

 

DIREKTUR BISNIS

RUPS

DIREKTUR UMUM

DEWAN 

KOMISARIS

DIREKTUR 

UTAMA

KADIV. 

KEPATUHAN
KADIV. UMUM KADIV. SKAI

KADIV. ANALIS 

DAN STK

PIMPINAN 

CABANG

 
 

Keterangan : 
                       Garis Komando 
-------------------- Garis Koordinasi 
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Struktur Tata Kelola BPRKanti 

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

2) Dewan Komisaris 

3) Direksi 

4) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU & PPT, dan Audit Intern 

 
Struktur Tata Kelola BPRKanti telah bekerja sesuai tugas dan tangungjawab masing-masing 

yang diatur dalam Tata Tertib, job description masing-masing pegawai sesuai dengan 

Peraturan dan undang-undang. 

 

6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPRKanti tahun 2018 disusun berdasarkan ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) 

2) Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi 

BPR. 

3) Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola 

Bagi BPR. 
 

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPRKanti 2018 terdiri dari : 

a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 

(satu) tahun (2018) 

b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 (sebelas) faktor : 

1) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi 

2) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris 

3) Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite2 

4) Penanganan Benturan Kepentingan 

5) Penerapan Fungsi Kepatuhan  

6) Penerapan Fungsi Audit Intern  

7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

8) Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern 

9) Batas Maksimum Pemberian Kredit 

10) Rencana Bisnis BPR 

11) Transparansi Keuangan Dan Non Keuangan 

 

7. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) 

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPRKanti sepanjang tahun 2018 dikategorikan 

kedalam peringkat 1 (satu) atau sangat baik dengan kesimpulan umum : 
 

Manajemen BPRKanti telah melaksanakan Tata Kelola secara umum Sangat Baik, tercermin dari 

pemenuhan 11 (sebelas) faktor Tata Kelola antara lain : 

a) Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai. 

b) Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh 

Struktur Tata Kelola yang lengkap. 

c) Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari 

Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.  

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut tidak bersifat signifikan dan akan terus 

menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.  
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II. STRUKTUR TATA KELOLA  

 
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai undang-undang.Tata Cara 

Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis 

kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS 

adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 20 Januari 2017 

yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Candra, SH. 

 
Pemegang Saham BPRKanti yang hadir dalam RUPS tahun 2018  

 

NAMA JABATAN KETERANGAN 

 I Nyoman Oka Sunarya, S. Kom Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kepemilikan Saham 25,24% 

 I Wayan Suranala, ST Pemegang Saham Kepemilikan Saham 25,00% 

 Ni Made Putri Suandewi, SE  Pemegang Saham Kepemilikan Saham 25,00% 

 Made Arya Amitaba, MM Pemegang Saham Kepemilikan Saham 24,76% 

 
 
Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS tahun 2018 

NAMA JABATAN KETERANGAN 

Ni Made Sumartini, SE Komisaris Utama Komisaris Independen 

I Ketut Sutarsa, SE Komisaris Komisaris Independen 

 
 
Direksi yang hadir dalam RUPS tahun 2018 

NAMA JABATAN KETERANGAN 

Made Arya Amitaba, MM Direktur Utama Pemegang Saham 

I Ketut Tantra, SE.,MM Direktur Membidangi tugas Operasional, Umum dan 

Membawahkan Fungsi Kepatuhan 

Ni Wayan Tantri, SH  Direktur Membidangi tugas Bisnis 

 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut : 

JADWAL MATERI RUPS KEPUTUSAN 

19 Januari 2018 1. Pengesahan laporan 
keuangan tahun 2017. 

2. Pengesahan rencana bisnis 
bank untuk tahun 2018. 

3. Pengangkatan Pengurus 
dengan masa jabatan 2018-
2023. 

 

1. Menerima laporan Direksi tentang laporan 
keuangan tahun buku 31 Desember 2017. 

2. Menyetujui dan mengesahkan laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh KAP 
Wayan Sunasdyana dengan opini wajar 
dengan pengecualian. 

3. Menyetujui rencana kerja tahun 2018 sesuai 
dengan data yang di presentasikan oleh 
Direksi. 

4. Menyetujui pembentukan CSR sebesar 2% 

dari laba tahun 2017 setelah pajak. 

 

2. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta 

memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan 

terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRKanti 

kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara independen. 
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1) Dasar Hukum 

1) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

2) Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi 

Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan  

3) Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 

bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris. 

 
2) Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara 

lain mengenai : 

1) Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

2) Etika Kerja dan Nilai-nilai (Core Values) Dewan Komisaris 

3) Waktu Kerja Dewan Komisaris 

4) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris 

5) Agenda Rapat Dewan Komisaris 

6) Tata cara rapat Dewan Komisaris 

 

3) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap 

sesuai kententuan :  

Komisaris BPRKanti berjumlah 2 (dua) orang atau lebih kecil dengan jumlah Direksi. 

1) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut : 

 

Nama Dewan Komisaris Jabatan 

Ni Made Sumartini, SE Komisaris Utama 

I Ketut Sutarsa, SE Anggota Komisaris 

 

2) Seluruh Dewan Komisaris tersebut diatas sepenuhnya telah lulus Penilaian Kemampuan 

dan Kepatutan (Fit and Proper test). 

 
4) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris  

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, maka Dewan Komisaris PT. 

BPR Sukawati Pancakanti berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, 

Akuntabel, dan Independen. Secara lebih rinci, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan 

Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :  

a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan 

mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan 

bahwa pengelolaan BPRKanti telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian 

(Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar, serta Ketentuan dan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

b) Memastikan Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank, 

dan pada seluruh jenjang organisasi telah diselenggarakannya secara baik dan benar. 

c) Memberikan saran dan atau masukan-masukan kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu 

dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak 

signifikan terhadap kegiatan usaha bank sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan 

Anggaran Dasar Bank dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  

d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan 

mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

"penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur 

tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan. 

e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) 

diatas merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab 

dari Direksi atas tugas pengurusan Bank.  
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f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan 

rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan 

Pengawas Otoritas Jasa Keuangan, dan institusi lainnya. 

g) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan 

Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
 
Rekomendasi Dewan Komisaris 

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, 

antara lain seperti penunjukkan Auditor Internal / Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan 

audit laporan tahun 2018 sesuai dengan surat Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS dan 

lainnya. 

 

5) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2018, Dewan 
Komisaris telah menyelenggarakan 17 (tujuh belas) kali rapat yang terdiri dari : 
 
Rapat Dewan Komisaris. 

Nama Peserta Rapat 
Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris 

Kehadiran Pada 
Rapat Dewan 

Komisaris 
Persentase 

Ni Made Sumartini, SE 10 Kali 10 Kali 100% 

I Ketut Sutarsa, SE 10 Kali 10 Kali 100% 

 
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. 

 

Nama Peserta Rapat 
Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris dengan 
Direksi 

Kehadiran Pada 
Rapat Dewan 

Komisaris Dengan 
Direksi 

Persentase 

Ni Made Sumartini, SE 7 Kali 7 Kali 100% 

I Ketut Sutarsa, SE 7 Kali 7 Kali 100% 

 

3. Direksi 

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk 

kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan 

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jumlah dan komposisi anggota Direksi BPRKanti telah memenuhi ketentuan perundang-undangan 

dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, dari aspek independensi, dari 3 

(tiga) orang anggota Direksi salah satunya merupakan pemegang saham dengan kepemilikan 

saham < 25%, bahwa Direktur Utama merupakan Pemegang Saham tetapi bukan sebagai 

Pemegang Saham Pengendali (PSP). 

 
1) Dasar Hukum 

1) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

2) Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi 

Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan  

3) Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 

bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris. 

 
2) Tata Tertib (Tatib) Direksi 

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015. 

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengatur antara lain mengenai : 

a) Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Direksi 
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b) Etika Kerja dan Nilai-nilai (Core Values) Direksi  

c) Waktu Kerja Direksi 

d) Penyelenggaraan Rapat Direksi 

e) Agenda Rapat Direksi 

f) Tata cara rapat Direksi 

 

3) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai 

kententuan : 

a) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.  

b) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut : 

No Nama Direksi Jabatan 

1 Made Arya Amitaba, MM Direktur Utama 

2 I Ketut Tantra, SE.,MM Direktur 

3 Ni Wayan Tantri, SH Direktur 

 

4) Tugas dan Tanggungjawab Direksi 

a) Menjalankan pengelolaan Bank secara profesional, konservatif dan independen, dengan 

memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, 

serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. 

b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan Bank sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis Bank melalui proses kegiatan 

operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" 

pada seluruh jenjang organisasi BPR.  

c) Membentuk Satuan Kerja Audit Interen (SKAI), Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja 

Kepatuhan, Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). 

d) Melaksanakan penerapan Tata Kelola Bank dengan memperhatikan aspek kecukupan 

jumlah SDM dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab 

antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang 

operasional lainnya, serta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan Audit Interen.  

e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan 

Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. 

f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, 

audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan dalam bentuk action plan dengan tanggal waktu (deadline) yang wajar, monitoring 

yang ketat, dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh stakeholders terkait.  

g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan 

Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan 

dalam Manajemen Risiko BPR. 

h) Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada 

seluruh Pegawai BPR. 

i) Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada 

Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Tahunan.  

j) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan 

Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara 

para anggota Direksi, namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris. 

 

5) Frekuensi Rapat Direksi 

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2018, Direksi telah 

menyelenggarakan 22 (dua puluh dua) kali rapat yang terdiri dari : 15 (lima belas) kali rapat 
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Direksi dan 7 (tujuh) kali rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris. 
 
Rapat Direksi 

No Nama Peserta Rapat 
Jumlah Rapat 

Direksi 
Kehadiran Pada 

Rapat Direksi 
Persentase 

1 Made Arya Amitaba, MM 15 Kali 15 Kali 100% 

2 I Ketut Tantra, SE., MM 15 Kali 15 Kali 100% 

3 Ni Wayan Tantri, SH 15 Kali 15 Kali 100% 

 
Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris  

No Nama Peserta Rapat 
Jumlah Rapat Direksi Dgn 

Dewan Komisaris 

Kehadiran Pada Rapat 
Direksi Dgn Dewan 

Komisaris 
Persentase 

1 Made Arya Amitaba, MM 7 Kali 7 Kali 100% 

2 I Ketut Tantra, SE., MM 7 Kali 7 Kali 100% 

3 Ni Wayan Tantri, SH 7 Kali 7 Kali 100% 
  

 

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. 

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan BPRKanti 

Selama tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan 

baru berkaitan dengan aspek kehati-hatian perbankan, sistem moneter dan sistem 

pembayaran. Demikian juga, ada berbagai peraturan baru lain yang dikeluarkan oleh Otoritas 

yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan berlaku, 

dapat menimbulkan risiko yang bersifat finansial, seperti denda, dan juga non finansial, seperti 

peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha. 
 
Memperhatikan risiko yang dapat ditimbulkan akibat ketidakpatuhan dapat mempengaruhi 

operasional perseroan, BPRKanti memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun regulator lainnya. Dalam melaksanakan komitmen 

tersebut BPRKanti telah menunjuk salah satu Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan 

dan Penjabat Eksekutif Kepatuhan yang bersifat independen. 
 
Untuk melaksanakan tugas, Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan 

prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat diminimalkan. Selain itu, bagian 

Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam kajian evaluasi produk dan 

aktivitas baru, kajian penerbitan ketentuan internal, pelepasan kredit jumlah besar, penilaian 

terhadap internal kontrol terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Kantor Pusat, Kantor 

Cabang dan Kantor Kas, memonitor kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang 

disampaikan kepada Otoritas. Secara umum Kepatuhan melakukan fungsi pengelolaan 

kepatuhan dan fungsi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisrne (APU dan PPT). 
 
Pengawasan aktif dan Dewan Komisaris dan Direksi BRPKanti juga memegang peranan 

penting agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan 

dalam bentuk antara lain : memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pengkinian 

ketentuan, dan pelaporan secara periodik. 
 

a) Penerapan tata kelola dalam fungsi kepatuhan BPRKanti antara lain : 

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

- Direktur dan Pejabat Eksekutif telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

Direktur dan Pejabat Eksekutif yang secara berkala melaporkan ke pada Dewan 

Komisaris. 
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- Direktur dan Pejabat Eksekutif telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang 

diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan 

yang berlaku. 

- Direktur dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta komite pemantauan risiko untuk 

pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan 

terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 

Bank Indonesia (BI), maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 
 

b) Kegiatan Fungsi Kepatuhan Selama 2018 

Aktivitas fungsi pengelolaan kepatuhan yang dilaksanakan selama tahun 2018 antara lain : 

- Melakukan kajian dan pengkinian pedoman serta pemenuhan ketentuan baru dan 

ketentuan internal yang ada, dan mengusulkan penyesuaian atas ketentuan, prosedur 

dan sistem internal yang ada. 

- Memberikan persetujuan atas ketentuan internal yang akan diterbitkan. 

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh organ bank dalam mewujudkan 

budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya diberikan kepada karyawan 

lama tetapi juga kepada karyawan baru. 

- Memastikan bahwa operasional, produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, dan Bagian 

Kepatuhan terlibat dalam pemberian persetujuan atas produk dan aktivitas baru. 

- Memastikan kepatuhan perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Manajemen 

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain. 

 

Selama tahun 2018, identifikasi risiko yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
 

No Identifikasi Penyebab Dampak Kontrol Mitigasi 

1 Kesalahan pembukuan 
sebanyak 57 Item sesuai hasil 
pemeriksaan OJK dengan 
Surat No. SR-
145/KR/0811/2018 tanggal 28 
Desember 2018 

Kesalahan 
Golongan  
Sandi  

Bank 
dikenakan 
sanksi berupa 
denda 
sebesar 
Rp570.000.- 

Melakukan 
pemeliharaan terhadap 
sandi nasabah pada 
CIF 

 

2) Penerapan Fungsi Audit Intern BPRKanti 

a) Fungsi Audit Intern  

Fungsi Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui Aktivitas Internal 

Audit dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas internal control, penerapan 

manajemen risiko dan governance process dalam organisasi perusahaan. 

1) Adapun fungsi audit intern yaitu : 

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam 

melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB. 

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern 

Berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan 

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait 

lainnya. 

- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (Rekap 

hasil Audit Harian, dan Mingguan), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit 

Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 

- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan 

Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. 

- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien. 
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2) Kedudukan Dalam Organisasi 

Internal audit adalah satuan kerja dalam organisasi BPRKanti yang membantu Direktur 

Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan serta dalam 

mewujudkan visi dan misi BPRKanti. 

Kedudukan Audit Internal didalam organisasi berada langsung dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Utama, dan berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris 

serta dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam menginformasikan 

berbagai hal sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil audit, serta Audit Internal 

dipimpin oleh Ketua Audit Internal yang telah diangkat oleh Direktur Utama dengan 

persetujuan dari Dewan Komisaris  

3) Tugas dan tanggung jawab  

a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan 

pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan hasil audit. 

b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan 

kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis 

dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang 

kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. 

c. Audit Internal mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. 

d. Bertanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan dan monitoring tindak lanjut 

hasil Aktivitas Internal Audit. 

e. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan prioritas pada 

bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi presedur/control 

system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat 

dicapai secara optimal dan berkesinambungan. 

4) Standar Pelaksanaan Kerja Internal Audit 

Pelaksanaan audit mengacu kepada kebijakan audit internal bank, sesuai dengan Surat 

Keputusan Direksi No. 087/SK-Dir/VII/2016 tentang Penerapan Standar Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan (SEOJK) No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 

Intern BPR. 

5) Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit mencakup semua area operasi BPRKanti sesuai 

governance yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas internal centrol, 

penerapan Manajemen Risiko, dan governance process dalam rangka membantu 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

6) Independensi 

Ketua Audit Internal bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan 

mengarahkan aktivitas audit serta melakukan evaluasi terhadap prosedur yang ada untuk 

dan harus bertindak independen dalam melakukan audit serta mengungkapkan 

pandangan dan pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit. 

Laporan pengangkatan atau pemberhentian Ketua Audit Internal dilakukan oleh Direktur 

Utama melalui persetujuan Dewan Komisaris, serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan, pada tahun 2017 Ketua Audit Internal dijabat oleh I Nyoman Putra Redana, 

SE sejak tanggal 27 Nopember 2017 sesuai Surat Keputusan (SK) Pengurus No. 

183/SK-Pen/XI/2017 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi SKAI (Satuan Kerja 

Audit Intern). 
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Sampai dengan 31 Desember 2018, pegawai Audit Internal berjumlah sebanyak 3 orang 

dengan rincian sebagai berikut : 
 

No Jabatan Jumlah 

1 Ketua Audit 1 

2 Anggota 2 

 
7) Pelaporan 

Internal Audit menyampaikan hasil auditnya dalam bentuk laporan tertulis kepada 

Direktur Utama, laporan Internal Audit terdiri dari laporan internal dan laporan eksternal 

sebagai berikut : 

a) Laporan hasil audit yang disampaikan kepada audittee. 

b) Laporan ececutive summary disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan 

kepada Dewan komisaris dan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. 

c) Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa 

Keuangan sesuai dengan surat No. 016/SP-Dir/I/2019 tanggal 25 Januari 2019. 

d) Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Teknologi Informasi PT. BPR Sukawati 

Pancakanti sesuai surat No. 033/SP-Dir/I/2019 tanggal 25 Januari 2019. 

8) Pelaksanaan Audit Tahun 2018 

 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) selama tahun 2018 telah melakukan pelaksanaan 

audit sesuai dengan Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank 

(SPFIAIB) berdasarkan surat keputusan Direksi No. 087/SK-Dir/VII/2016 yang berlaku 

sejak 14 Juli 2016 dengan menggunakan beberapa pendekatan teknik audit. 

 Secara umum mekanisme audit internal dirancang dan dilaksanakan berdasarkan 

internal control framework yang mencakup aspek-aspek seperti : pengendalian risiko, 

aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 

melakukan pemeriksaan yang bersifat ex-post terhadap seluruh unit kerja, termasuk 

Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas. 
 
 
Audit internal BPRKanti telah melakukan kegiatan audit terhadap aktivitas Internal Audit dan 
aktivitas reporting tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
 

Area Pemeriksaan Rencana 2018 Realisasi 2018 

Audit Operasional 1 KP, 2 KC & 6 KK 1 KP, 2 KC & 5 KK 

Audit Kredit 1 KP, 2 KC  1 KP, 2 KC 

Audit Funding 1 KP, 2 KC & 6 KK 1 KP, 2 KC & 5 KK 

Audit APU & PPT 5 5 

Audit Teknologi Informasi 1 1 

Special Audit (Kalau ada Fraud) - - 

 
Catatan :  

KP = Kantor Pusat 
KC = Kantor Cabang 
KK = Kantor Kas 

 

b) Fungsi Audit Ekstern BPRKanti 

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK No. 

6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tanggal 31 Maret 2015 

dan POJK NO.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor 

Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka disampaikan bahwa : 

1) Laporan keuangan BPRKanti telah diaudit Kantor Akuntan Publik yang independen, 

kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional 

secara cermat dan seksama (due professional care). 

2) Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPRKanti melakukan audit sesuai dengan standar 

profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit. 
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3) Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen. 

4) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS. 

5) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja 

secara independen. 

6) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

antara lain : 

- Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

- Tidak memberikan jasa lainnya pada tahun tersebut sehingga terhindar dari 

kemungkinan benturan kepentingan. 

- Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk 

periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 

- Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja 

secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian 

kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam 

mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018 telah sesuai dengan Standar 

Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. 

- Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik 

dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu. 
 

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan 

BPRKanti dalam 5 (lima tahun terakhir), antara lain : 

 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

2018 2017 2016 2015 2014 

Kantor Akuntan 

Publik 

Drs. Sri Marmo 

Djogosarkoro & 

Rekan 

Kantor Akuntan 

Publik 

 I Wayan 

Sunasdyana 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

 I Wayan 

Sunasdyana 

Kantor 

Akuntan Publik 

 I Wayan 

Sunasdyana 

Kantor 

Akuntan Publik 

Drs Sri Marmo 

Djogosarkoro 

 
 

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern. 

BPRKanti menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dengan efektif yang 

disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha 

BPRKanti dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan 

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan mengacu kepada best practice melalui tindakan-

tindakan sebagai berikut : 

a) Melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap seluruh risiko termasuk yang berasal dari 

produk baru dan aktivitas baru. 

b) Menetapkan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan BPRKanti. 

c) Penetapan dan penentuan limit dan penetapan toleransi terhadap risiko. 

d) Penetapan penilaian peringkat risiko. 

e) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk. 

f) Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi 

operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja. 

g) Menetapkan pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasional dengan fungsi 

pengendalian, yang mana fungsi pengendalian dilakukan oleh fungsi Manajemen Risiko, Fungsi 

yang membawahkan Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 

h) Memastikan bahwa SKAI telah melakukan review dan audit secara independen dan obyektif 

terhadap prosedur dan kegiatan operasional BPRKanti secara berkala. Hasil review SKAI 
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disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris. 

i) Memantau pelaksanaan kepatuhan sehingga prinsip pengelolaan bank dilakukan dengan sehat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui fungsi Kepatuhan. 

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem 

pengendalian internal BPRKanti. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal 

BPRKanti mencakup : 

1) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi. 

a) Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan 

memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPRKanti, 

dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dan dapat dibantu oleh Audit Internal. 

b) Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko 

yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan 

manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan 

kebijakan Manajemen Risiko. 

c) Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur 

risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan 

arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Dewan 

Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko setiap semester. 

2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. 

a) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan 

persetujuan Direksi. 

b) Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif 

termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per-jenis risiko dan 

per-aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank. 

c) BPRKanti sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai 

ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit. 

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem 

informasi manajemen risiko 

a) Direksi telah menyusun pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Direksi No. 164/SK-Dir/XII/2016 

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank tanggal 28 Desember 2016. 

b) BPRKanti telah menyusun kebijakan umum limit Manajemen Risiko. 

c) Dengan adanya limit dan profil risiko, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh 

Direksi dalam rangka meminimalisir risiko. 

4) Sistem pengendalian intern 

Direksi telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester untuk 

mendapatkan gambaran kondisi profil risiko komposit BPRKanti secara bankwide dan sesuai 

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRKanti menyusun Laporan Profil Risiko secara 

individu yang menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis dan fungsional bank 

(inherent risk) termasuk kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) untuk 4 (empat) risiko 

antara lain yaitu : risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. 

 
Profil Risiko BPRKanti secara individu (self assessment) per 31 Desember 2018 menunjukkan 

peringkat risiko "2 atau rendah", Penilaian tersebut mencerminkan bahwa risiko-risiko yang 

dihadapi BPRKanti secara individu telah dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung 

pengembangan bisnis lebih lanjut. Dari sisi Risiko Inheren, mencerminkan aktivitas bisnis dan 

kemungkinan kerugian yang dihadapi pada masa mendatang tergolong rendah. Adapun untuk 

penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) menunjukkan bahwa kualitas 

penerapan manajemen rislko secara komposit memadai dan apabila terdapat kelemahan 

minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan. 



 
 

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018  15 
 

Penilaian peridikat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko : 

Profil Risiko  
Peringkat Risiko 

Inheren 

Peringkat Kualitas 
Penerapan Manajemen 

Risiko 

Peringkat Tingkat 
Risiko  

Risiko Kredit Rendah Memadai Rendah 

Risiko Operasional Sangat Rendah Memadai Rendah 

Risiko Kepatuhan Sangat Rendah Memadai Rendah 

Risiko Likuiditas Sangat Rendah Sangat Memadai Sangat Rendah 

Peringkat Komposit Rendah 

 

Dalam mengelola BPRKanti secara efektif dan efesien serta sebagai dasar kegiatan 

operasional yang sehat dan aman, BPRKanti telah menyusun Kebijakan Sistem Pengendalian 

Intern. Penerapan Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara efektif akan membantu dalam 

menjaga asset dan menjamin tersedianya informasi yang akurat, meningkatkan kepatuhan 

bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir 

risiko untuk mencengah terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip 

kehati-hatian. 

 

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar 

(Related Party) atau BPMK. 

BPRKanti telah memiliki kebijakan terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana Besar sebagaimana diatur pada bab iii (tiga) dalam Surat Keputusan Direksi No. 

041/SK-Dir/II/2015 tentang Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

tanggal 10 Pebruari 2015. Pendanaan kepada debitur pihak terkait dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian serta telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 

selain itu penyediaan dana kepada pihak terkait telah diputuskan oleh Dewan Komisaris. 

Pelaporan rutin BMPK secara bulanan dilakukan secara tepat waktu, dan selama tahun 2017 tidak 

terdapat pelanggaran dan pelampuan BMPK. 

 
Selama tahun 2018 terdapat penyediaan dana kepada pihak terkait BPRKanti dengan data 

sebagai berikut : 

 

No Penyediaan Dana 
Jumlah 

Debitur Nominal (Jutaan Rp) 

1 Kepada Pihak Terkait 1 948 

2 Kepada Debitur Inti :   

a. Individu - - 

b. Group - - 

 

7. Rencana Strategis Bank 

Dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, BPRKanti senantiasa 

mengkaji strategi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang 

dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank dalam penyusunan Rencana jangka pendek 

tahun 2018. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di 

tahun 2018 sebagai bagian dari arah kebijakan, dan langkah strategis BPRKanti untuk 

mewujudkan visi dan misi yaitu : Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi. 

a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit. 

b) Potensi meningkatnya kredit bermasalah. 

c) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat. 

 
Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPRKanti yaitu : 

1) Startegi Jangka Pendek 
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Strategi Jangka Pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan diimbangi minimal 

risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya 

efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada : 

a) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM, secara 

selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan kredit sebesar 16% dan rasio 

LDR sebesar 87,99%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran 

intermediasi yang diemban BPRKanti. 

b) Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan 

tabungan dengan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar 

Rp29,6 Milyar (atau 29 %) dan tabungan sebesar Rp9,5 Milyar (atau 17%) dari tahun 

2017. 

c) Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT mendukung pertumbuhan 

bisnis dan peningkatan pelayanan seperti : pengembangan sistem mesin EDC, PPOB dan 

pengambangan fitur SMS Banking menjadi Mobile Banking. 

d) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, 

produktivitas dan integritas SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan baik yang 

dilakukan secara intern, dan mengikutkan pada pelatihan yang dilaksanakan oleh ekstern. 

e) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO) 

f) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan 

perbaikan struktur (collection and recovery). 

g) Implementasi penerapan GCG. 

h) Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan. 

2) Rencana jangka menengah tahun 2018 

1. Finansial 

a) Mencapai rata-rata ratio keuangan tetap dalam katagori SEHAT. 

b) Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan perekonomian dan menjaga ratio 

LDR. 

c) Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif. 

d) Menjaga ratio tingkat kesehatan bank. 

2. Customer  

a) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah sesuai dengan visi 

dan misi BPRKanti, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh 

karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. 

b) Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan 

menggunakan jasa layanan BPRKanti. 

3. Karyawan 

a) Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja. 

b) Melakukan rekruitmen SDM baru yang berpengalaman sesuai dalam bidang yang 

dibutuhkan 

c) Meningkatnya profesionalisme SDM BPRKanti melalui Competency Based Human 

Resouces Management . 

 

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank. 

Bank menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder secara 

publik melalui Laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran, dan Laporan yang diaudit 

tahunan. BPRKanti menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tata cara dan cakupan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi : 

a) Laporan keuangan yang diaudit yang meliputi : 

- Ikhtisar data keuangan penting termasuk kepemilikan saham, laporan Dewan Komisaris, 

Laporan Direksi, Profil perusahaan, Laporan Analisis dan pembahasan manajemen mengenai 

kinerja bisnis dan keuangan, dan penerapan tata kelola perusahaan. 
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- Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 

Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan 

disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya. 

- Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan 

Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda 

tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

- BPRKanti telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai 

dengan ketentuan terkait. 

- BPRKanti telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam home page 

website yaitu : www.bprkanti.com. 

c) Laporan Keuangan Bulanan 

BPRKanti telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan 

Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, 

laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan 

laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan. 

d) Laporan Keuangan Bulanan 

BPRKanti telah memberikan informasi mengenai produk dan Jasa Bank secara jelas, akurat dan 

terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti leaflet, brosur atau 

bentuk tertulis lainnya di setiap kantor atau dalam bentuk informasi  secara elektronis  yang 

disediakan  melalui hotline service/cet: center atau website. Selain itu BPRKanti menyediakan 

dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada 

nasabah sesuai ketentuan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  pengaduan  nasabah  dan 

mediasi perbankan. 

Sehubungan  dengan hal-hal tersebut di atas, BPRKanti telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1) Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian 

Pengaduan Nasabah. 

2) Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak 

puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank. 

3) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Perpajakan, dan lainnya tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 

4) Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan dan telah disajikan pada Home Page atau website BPRKanti yaitu 

www.bprkanti.com sesuai dengan ketentuan. 

5) Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat 

waktu. 

6) Direksi telah menyampaikan laporan penerapan GCG kepada Dewan Komisaris.  

 

9. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

Dewan komisaris dan Direksi BPRKanti tidak memiliki saham pada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

& Perusahaan lainnya. 

Nama Jabatan 
Jabatan 
BPR lain 

Jabatan 
Prshn 
Lain 

PS BPR/ 
Prshn Lain 

Bidang 
Usaha 

Ni Made Sumartini, SE Komisaris Utama - - - - 

I Ketut Sutarsa, SE Komisaris - - - - 

Made Arya Amitaba, MM Direktur Utama - - - - 

I Ketut Tantra, SE.,MM Direktur - - - - 

Ni Wayan Tantri, SH Direktur - - - - 

 
10. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

a) Hubungan Keuangan 

1) Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris BPRKanti tidak memiliki hubungan 

keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. 

http://www.bprkanti.com/
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2) Dewan Komisaris BPRKanti merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan 

keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari 

Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank. 

3) Seluruh anggota Direksi BPRKanti tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima 

penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank. 

b) Hubungan Keluarga 

Dewan Komisaris dan Direksi BPRKanti tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan 

derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham 

Pengendali. 
 

 
NAMA 

 
JABATAN 

Hubungan Keluarga dgn Hubungan Keuangan dgn 

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

Ni Made Sumartini, SE Komut  √  √  √  √  √  √ 

I Ketut Sutarsa, SE Komisaris  √  √  √  √  √  √ 

 
NAMA 

 
JABATAN 

Hubungan Keluarga dgn Hubungan Keuangan dgn 

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

Made Arya Amitaba, 
MM 

Direktur 
Utama 

 √  √ √   √  √  √ 

I Ketut Tantra, SE.,MM Direktur  √  √  √  √  √  √ 

Ni Wayan Tantri, SH Direktur  √  √  √  √  √  √ 

 

11. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi 

Peket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi 

remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan 

bentuk remunerasi lainnya), sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap 

lainnya termasuk tunjangan untuk transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya), dan fasilitas lain 

dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk transportasi, kesehatan 

dan fasilitas lainnya) untuk tahun 2018 telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dengan data rincian terlihat pada tabel berikut ini : 
 
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun 

yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut : 

 

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah Direksi Jumlah Komisaris 

Di atas Rp 2 miliar - - 

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar - - 

Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar - - 

Rp 500 juta ke bawah 2 orang 2 orang 

 
12. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah 

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan 

Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah, maka dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPR Sukawati Pancakanti telah diputuskan besaran 

jumlah gaji dan kenaikan gaji yang tertuang dalam Berita Acara RUPS.  

 

No Keterangan Kali 

1 Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah 1,2 Kali 

2 Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,7 Kali 

3 Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 2,8 Kali 

4 Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi 10,1 Kali 

 
13. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan 

pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG. 
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b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris. 

c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali dan 7 kali 

rapat dengan Direksi dalam setahun. 

 

14. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud) 

 Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang 

berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPRKanti Selama 

tahun 2018 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi. 

(satuan) 

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun 

Jumlah kasus yang dilakukan 

Pengurus 
Pegawai 

Tetap 

Pegawai tidak 

tetap 

Yang telah diselesaikan - - - 

Dalam proses penyelesaian di internal Bank - - - 

Belum diupayakan penyelesaiannya - - - 

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum - - - 
 
 

15. Permasalahan Hukum 

  Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh BPRKanti selama tahun 

2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana 

masyarakat. 

             (satuan) 

Permasalahan Hukum 
Jumlah 

Perdata Pidana 

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) - - 

Dalam proses penyelesaian - - 

Total - - 

 
 

16. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang 

mengandung potennsi benturan kepentingan. 

 

No. 
Nama dan Jabatan yang 

Memiliki Benturan 
Kepentingan 

Nama dan Jabatan 
Pengambil 
Keputusan 

Jenis 
Transaksi 

Nilai 
Transaksi 

Keterangan 

1 - - - - - 

 
  

17. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik 

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh BPRKanti selama tahun 2018 adalah 

untuk kepentingan sosial atau (CSR) dengan total sebesar Rp209 juta,- dan sampai dengan tahun 

2018 Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kepentingan politik. Adapun kegiatan Bank 

dalam pemberian dana untuk kegiatan sosial sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
 

No Nama Uraian Biaya 
Waktu 

Pelaksanaan 
Tempat Nominal (Rp) 

1 Biaya CSR Pemberian Buku Hukum Adat Bali Januari 2018 Bali dan 
Jakarta 

165.000.000 

2 Biaya CSR Untuk Pendidikan April s.d 
Nopember 2018 

Denpasar  
dan Gianyar 

17.500.000 

3 Biaya CSR untuk ke Pura  Pebruari, Oktober 
dan Nopember 

2018 

Sukawati 15.050.000 

4 Biaya CSR untuk Kesehatan Mei dan Oktober 
2018 

Sukawati 11.126.100 
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III. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (GCG). 

 
Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan penerapan GCG PT. BPR Sukawati Pancakanti 

periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 
 
1. Nilai Komposit GCG  

Nilai komposit penerapan tata kelola BPRKanti tahun 2018 sebesar 1.18 dengan prediksi Sangat 

Baik 

 
2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah : 

 

No Aspek yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi. 20.00% 1.18 0.24 

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 

Komisaris. 

15.00% 1.11 0.17 

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi 

Komite. 

0.00% 0.00 0.00 

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10.00% 1.50 0.15 

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10.00% 1.37 0.14 

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10.00% 1.33 0.13 

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2.50% 1.00 0.03 

8 Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian 

Internal 

10.00% 0.67 0.07 

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 7.50% 1.20 0.09 

10 Rencana Strategis BPR 7.50% 1.37 0.10 

11 Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, 

Laporan Pelaksanaan GCG 

7.50% 1.00 0.08 

 Nilai Komposit 100.00%  1.18 

 Prediksi Komposit   Baik Sekali 

 
3. Kekuatan Pelaksanaan GCG 

- Dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur GCG PT. BPR Sukawati Pancakanti, maka 

tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dan 

Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. 

- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan 

Ketentuan GCG. 

 
Demikian gambaran umum pelaksanaan penerapan Tata Kelola BPRKanti selama tahun 2018, 

dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPRKanti 

secara berkelanjutan, memperkuat kondisi perbankan lokal, melindungi kepentingan stakeholders dan 

meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai, 

kepemimpinan dan kebersamaan pada PT. BPR Sukawati Pancakanti. 

 

Batubulan, 12 Pebruari 2019 
PT. BPR Sukawati Pancakanti 

 
 

 
Ni Made Sumartini, SE 

Komisaris Utama 

 

 

 
Made Arya Amitaba, MM 

Direktur Utama 
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IV. DAFTAR LAMPIRAN 
SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT 

PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2018 
PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI 

 

NO 
Aspek Yang 

Dinilai 

Bobot 

(a) 

Peringkat 

(b) 

Nilai 

(a) + (b) 
Catatan 

1 Pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawab 

Direksi. 

20.00% 1.18 0.24 Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota 

serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

telah memenuhi prinsi-prinsip GCG. 

2 Pelaksanaan 

Tugas dan 

Tanggung Jawab 

Dewan Komisaris. 

15.00% 1.11 0.17 Seluruh persyaratan tentang tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris telah dipenuhi dan dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan prinsip GCG terbukti dari 

fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris 

terhadap Kebijakan Direksi. 

3 Kelengkapan dan 

Pelaksanaan 

Tugas atau Fungsi 

Komite. 

0.00% 0.00 0.00 PT. BPR Sukawati Pancakanti belum membentuk 

Komite-komite karena belum diwajibkan sehubungan 

dengan modal inti masih <Rp 50 milyar. 

4 Penanganan 

Benturan 

Kepentingan 

10.00% 1.50 0.15 PT. BPR Sukawati Pancakanti telah memiliki ketentuan 

interen tentang benturan kepentingan. 

5 Penerapan Fungsi 

Kepatuhan 

10.00% 1.37 0.14 Direksi yang mebawahkan Kepatuhan dan Pejabat 

Eksekutif (PE) Kepatuhan telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan efektif serta melakukan 

pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

6 Penerapan Fungsi 

Audit Intern 

10.00% 1.33 0.13 Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan 

efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan 

(risk based audit) telah memenuhi standar minimum 

yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya 

secara independen. 

7 Penerapan Fungsi 

Audit Ekstern 

2.50% 1.00 0.03 PT. BPR Sukawati Pancakanti telah melakukan 

penunjukkan KAP sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku yaitu melalui RUPS serta Kantor Akuntan 

Publik yang ditunjuk telah melaksanakan Audit secara 

independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

8 Penerapan 

Manajemen Risiko 

dan Pengendalian 

Internal 

10.00% 0.67 0.07 Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan 

telah dilakukan penetapan limit kredit, serta PT. BPR 

Sukawati Pancakanti telah melakukan Identifikasi, 

Pengukuran, dan Mitigasi Risiko sesuai dengan 

kompleksitas usaha telah dilakukan penerapan 

pengendalian Internal. 

9 Batas Maksimum 

Pemberian Kredit 

(BMPK) 

7.50% 1.20 0.09 PT. BPR Sukawati Pancakanti telah memiliki Kebijakan 

& Prosedur yang baik tentang penyediaan dana kepada 

Pihak Terkait, sampai dengan Desember 2018 Tidak 

terdapat pelanggaran da pelampauan BMPK. 

10 Rencana Strategis 

BPR 

7.50% 1.37 0.10 PT. BPR Sukawati Pancakanti menyampaikan 

informasi keuangan dan non keuangan dengan 

transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan baik 

melalui website dan atau media masa  sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  Laporan Pelaksanaan GCG 

telah disusun mengacu dengan ketentuan POJK No. 

4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang 

penerapan tata kelola bagi BPR sesuai pasal 77. 

11 Transparansi 

Kondisi Keuangan 

& Non Keuangan, 

Laporan 

Pelaksanaan GCG 

7.50% 1.00 0.08 Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan 

memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, 

prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat, 

serta konsisten dengan Visi dan Misi PT. BPR 

Sukawati Pancakanti. 
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